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BUPATI MALANG 
 
 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 30 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,  

maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 

Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor  12  Tahun 2008 tentang  Perubahan 

Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);   

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

diubah kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012; 

18. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 

4/A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 

2/A); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 

6/A) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang 

dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 

2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/C);  
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014. 

 

Pasal 2 

 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan susunan: 
 

BAB I : Rencana Kerja Tahun 2014 

BAB II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

BAB III    : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB IV : Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas 

Pembantuan (APBD Provinsi, APBN, Bantuan 

Luar Negeri dan Hibah 

BAB V : Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN 

BAB VI    : Pembinaan Aparatur 
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BAB VII : Standar Biaya Umum 

BAB VIII : Standar Perjalanan Dinas 

BAB IX    : Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB X : Penata Usahaan Keuangan Daerah 

BAB XI : Administrasi Pengelolaan Barang Daerah 

BAB XII : Proses Pengadaan Barang dan Jasa  

BAB XIII : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) 

BAB XIV    : Penutup 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal 7 Oktober 2013 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang  

pada tanggal 7 Oktober 2013 

  SEKRETARIS DAERAH 

  

                Ttd. 

 

        ABDUL MALIK  

NIP. 19570830 198209 1 001 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2013 Nomer 7 Seri A 

 


